Y

PRCVINSY SULAWESI TENGGERA,

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : so TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BAUBAU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan lancarnya
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020
yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan-
peraturan perundang-undangan maka perlu disusun
Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Baubau tentang Standar Biaya Masukan
(SBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun
2020.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara-
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah Dua Kali Terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Keuangan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/
2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 567);

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALi KOTA TENTANG STANDAR BIAYA

MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Baubau
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau
Wali Kota adalah Wali Kota Baubau

1.
2.
3.



10.

11.

12.

(1)

(2)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Kota Baubau yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Baubau
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota
Baubau

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran cleh PA.

Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Indeks Biaya adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/ jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya
berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja dan Anggaran
Perubaban (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun
Anggaran 2020.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai Batas
tertinggi yang merupakan biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai
batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Baubau.
Ditetapkan di Baubau
| pada tanggal, 21 ortoger 2019
WALI KOTA BAUBAU,
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